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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the evidence for the mens rea element of evil in corruption stemming from public 

policymaking, focusing on the alleged sugar import corruption case involving Tom Lembong. The primary 

issue in this case is the blurred line between policy discretion and corruption. Using normative juridical 

research methods and a case study approach, this study examines whether violations of administrative 

procedures automatically represent criminal mens rea (evil intent). The results show that in policy-based 

corruption, mens rea cannot be simply equated with administrative errors. Evidence of fraudulent intent, as 

defined by Article 2 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, is required, with 

the intention to enrich oneself, others, or corporations for illegitimate economic gain or to the detriment of 

the state. Law enforcement that relies solely on state losses without proving personal motives or kickbacks 

risks the criminalization of policies, which could stifle bureaucratic innovation in Indonesia. 
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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembuktian unsur mens rea dari sikap batin jahat dalam tindak 

pidana korupsi yang bersumber dari penetapan kebijakan publik, dengan memfokuskan studi pada kasus 

dugaan tindak pidana korupsi Impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Masalah utama dalam perkara ini 

adalah kaburnya batasan antara diskresi kebijakan (policy discretion) dengan tindak pidana korupsi. Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menguji apakah 

pelanggaran prosedur administratif secara otomatis merepresentasikan mens rea (niat jahat) kriminal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi berbasis kebijakan, mens rea tidak dapat 

dipersamakan begitu saja dengan kesalahan administratif. Diperlukan bukti adanya fraudulent Intent atau niat 

jahat sesuai pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan 

niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi 

tidak sah atau merugikan Negara. Penegakan hukum yang hanya bersandar pada kerugian negara tanpa 

membuktikan motif personal atau kickback yang berisiko menimbulkan kriminalisasi kebijakan yang dapat 

melumpuhkan Inovasi birokrasi di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Mens Rea; Tindak Pidana Korupsi; Kebijakan Publik; Tom Lembong; Diskresi Pejabat. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebijakan hukum pidana melibatkan pembuatan aturan hukum pidana yang mencakup baik isinya maupun 

cara penerapan hukum pidana yang mencakup kebijakan hukum pidana yang meliputi penentuan perbuatan 

yang tidak diperbolehkan, penerapan sanksi pidana, serta pertanggungjawaban hukum pidana. Sedangkan 

kebijakan pidana, di dalamnya termasuk juga kebijakan terkait dengan pidana, pemidanaan, dan tindakan. 

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua 
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unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). “Unsur actus 

reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah 

sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Asas Actus non facit reum nisi mens sit rea yang 

berarti”Suatu perbuatan (Actus Reus) walaupun sudah memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat 

dipidana kalau tidak ada kesalahan (Mens Rea). Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman 

terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. 

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana 

kepada pembuatnya. 

 

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 

menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, tidak semua perbuatan 

pejabat publik yang menimbulkan kerugian negara dengan serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana korupsi. Hal ini sering kali terjadi ketika keputusan atau kebijakan publik diambil dalam kapasitas 

jabatan, namun kemudian menimbulkan kerugian negara tanpa adanya niat jahat atau mens rea dari pejabat 

yang bersangkutan. Konsep mens rea atau kesalahan batin merupakan unsur penting dalam menentukan 

pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam tindak pidana korupsi, unsur ini sering kali diabaikan karena 

fokus penegakan hukum cenderung pada akibat berupa kerugian negara. Padahal, dalam sistem hukum 

pidana, asas no crime without fault (geen straf zonder schuld) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat 

dipidana jika memiliki kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. 

 

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Tom Lembong, yang merupakan seorang pejabat publik dan 

mantan Menteri Perdagangan, melakukan tindakan atau kebijakan ekonomi yang diambilnya atas perintah 

sebagai pertimbangan profesional dan kebijakan publik Tom Lembong melaksanakan perintah tersebut, 

hingga dalam perkembangannya menimbulkan dugaan kerugian Negara, maka Tom Lembong mantan 

Menteri Perdagangan tersebut diputus dengan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan 

dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tanpa 

adanya niat jahat (mens rea) yang seharusnya di selesaikan terlebih dahulu secara administratif agar tidak 

menimbulkan diskriminasi kepada seseorang yang di jatuhi sanksi pidana. Dalam hal ini yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan ini adalah:” 

 

1.Bagaimana konsep mens rea dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia? 

2.Bagaimana analisis penerapan unsur mens rea dalam kasus Tom Lembong sebagai studi kasus 

kebijakan publik? 

 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai suatu 

sistem norma yang terstruktur. Struktur sistem normatif dibangun berdasarkan asas, aturan, dan kaidah 

hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin 

atau teori hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan”dasar untuk diteliti dengan 

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo 

undang-unddang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidaa korupsi, dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan sosial dan 

relevansinya terhadap tujuan pemidanaan Tom Lembong, serta konsep mens rea dalam permasalahan yang 

diteliti. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASA 

1. Konsep mens rea dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia 

Konsep mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan elemen krusial untuk 

menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hukum pidana 

Indonesia, asas ini berakar pada prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf tanpa schuld). Komponen 

utama Mens Rea dalam Tipikor tidak hanya sekadar "niat", tetapi harus mencakup beberapa elemen teknis 

hukum yaitu kesengajaan (Dolus) yang di atur di pasal dalam UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 

No. 20 Tahun 2001) mensyaratkan adanya kesengajaan. Pelaku harus sadar bahwa perbuatannya 

bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat elemen 

"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi". Ini menunjukkan bahwa mens 
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rea pelaku harus spesifik diarahkan pada keuntungan finansial atau kekayaan yang tidak sah dan Pelaku harus 

mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya akan merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. 

 

Dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia, seringkali pelaku berdalih tidak tahu atau hanya menjalankan 

perintah atasan. Namun, pengadilan sering menerapkan doktrin wilful blindness dimana seseorang secara 

sadar menutup mata terhadap kemungkinan adanya korupsi dalam suatu proyek meskipun dia memiliki 

wewenang untuk mengeceknya, maka secara hukum batiniahnya dianggap telah memenuhi unsur mens rea. 

Ketidaktahuan yang disengaja disetarakan dengan pengetahuan. Mens Rea dalam Korporasi dalam KUHP 

Baru dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 memperluas subjek hukum korupsi 

hingga ke korporasi adalah entitas abstrak, mens rea-nya dicari melalui individu yang memiliki posisi 

pengendali (controlling mind). Jika pengurus korporasi melakukan korupsi demi kepentingan perusahaan dan 

perusahaan membiarkan hal tersebut terjadi, maka mens rea pengurus tersebut dianggap sebagai mens rea 

korporasi. 

 

KUHP Baru mempertegas klasifikasi kesalahan dalam tindak pidana, termasuk korupsi dengan kesengajaan 

sebagai niat Pelaku memang menghendaki perbuatan dan akibatnya, kesengajaan sebagai kesadaran 

keharusan Pelaku tahu bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, dia harus melakukan tindakan koruptif dan 

kesengajaan sebagai Kesadaran Risiko (Dolus Eventualis): Pelaku menyadari bahwa tindakannya berisiko 

merugikan negara, namun dia tetap melakukannya dan menerima risiko tersebut. 

 

Untuk membuktikan mens rea dalam korupsi lebih sulit daripada membuktikan perbuatannya (actus reus), 

karena niat ada di dalam pikiran. Hakim biasanya menyimpulkan mens rea dari fakta-fakta lahiriah (keadaan 

lahir), seperti adanya aliran dana yang tidak sah (suap/gratifikasi), penyimpangan prosedur (SOP) yang 

dilakukan secara sadar dan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Mens rea 

dalam korupsi di Indonesia telah bertransformasi dari sekedar niat jahat individu menjadi analisis 

komprehensif terhadap penyalahgunaan wewenang dan keuntungan tidak sah. Seseorang tidak bisa dihukum 

korupsi hanya karena kesalahan administrasi (tanpa niat jahat), namun ia juga tidak bisa lepas dari jerat 

hukum hanya dengan alasan "tidak tahu" jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk abai terhadap aturan. 

 

 

 

2. Analisis penerapan unsur mens rea dalam kasus Tom Lembong sebagai studi kasus kebijakan 

publik  

Dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, mens rea tidak boleh hanya diasumsikan dari 

adanya kerugian negara, tetapi harus dibuktikan melalui niat untuk menyalahgunakan wewenang (misuse of 

power) karena kebijakan publik, seorang pejabat seringkali mengambil keputusan di bawah ketidakpastian 

ekonomi. Mens rea dianggap ada jika keputusan tersebut diambil dengan pengetahuan penuh bahwa prosedur 

dilanggar demi keuntungan pihak tertentu (swasta), bukan demi kepentingan umum atau stabilitas harga gula. 

Secara analogis, dalam kebijakan publik terdapat prinsip bahwa pejabat tidak dapat dipidana atas keputusan 

yang diambil dengan itikad baik, sesuai kewenangan, dan melalui prosedur yang berlaku, meskipun 

keputusan tersebut akhirnya merugikan. Celah pidana terbuka jika jaksa mampu membuktikan adanya 

"fraudulent intent" niat curang di balik kebijakan tersebut.  

 

Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, untuk memberikan sanksi dengan Pasal 

2 atau Pasal 3 UU Tipikor, penegak hukum harus membuktikan kualitas kesengajaan pelaku. Dalam kasus 

Tom Lembong ini terletak pada pembuktian apakah kerugian negara timbul karena suatu kebijakan yang 

salah atau kebijakan yang dikorupsi, jika tidak ditemukan bukti suap langsung kepada pelaku, maka 

membuktikan mens rea menjadi jauh lebih sulit. Jaksa harus bersandar pada teori melawan hukum secara 

formil, yaitu bahwa pelanggaran prosedur dengan memberikan izin Impor ke swasta saat seharusnya ke 

BUMN secara otomatis dianggap memiliki niat jahat karena melanggar aturan hukum yang berlaku. 

 

Kebijakan sebagai Instrumen Kejahatan sebagai korupsi jika kebijakan tersebut sejak awal dirancang sebagai 

pintu masuk bagi pihak swasta untuk mengambil keuntungan dari segi ekonomi melalui kuota Impor yang 

seharusnya dikelola negara. Penerapan mens rea dalam kasus ini membawa dampak signifikan terhadap 
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perilaku birokrasi di Indonesia yan terdapat kekhawatiran munculnya fenomena "takut mengambil 

keputusan" di kalangan pejabat jika unsur mens rea hanya didasarkan pada pelanggaran prosedur 

administratif tanpa bukti adanya kickback timbal balik finansial dan Hakim harus mampu membedakan 

antara "kecerobohan administratif" (yang seharusnya diselesaikan lewat hukum administrasi negara) dengan 

"niat jahat untuk memperkaya orang lain" (yang merupakan ranah hukum pidana). Kasus Tom Lembong, 

mens rea tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan melihat adanya kerugian negara sebesar Rp400 miliar. 

Secara akademis, jaksa harus membuktikan bahwa pelanggaran prosedur dengan memberi izin ke swasta 

apakah dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mendistorsi pasar demi keuntungan pihak swasta tertentu. 

Tanpa bukti adanya niat jahat yang nyata seperti suap atau persekongkolan, kasus ini akan tetap berada di 

wilayah abu-abu antara kegagalan kebijakan publik atau tindak pidana korupsi. 

 

 

4. KESIMPULAN 

Dualisme Pelanggaran yang terdapat dalam Kasus Tom Lembong memperlihatkan adanya tumpang tindih 

antara pelanggaran administratif dan ranah pidana. Secara yuridis, unsur mens rea dalam kebijakan publik 

seharusnya dibuktikan melalui adanya kesengajaan yang nyata untuk menyalahgunakan wewenang demi 

keuntungan tertentu (dolus malus). Jika sebuah keputusan diambil berdasarkan kewenangan jabatan namun 

melanggar prosedur formal, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan niat jahat jika tidak disertai bukti 

adanya persekongkolan atau aliran dana Ilegal. 

 

Tanpa bukti adanya suap atau gratifikasi, konstruksi mens rea menjadi sangat rapuh karena hanya didasarkan 

pada Interpretasi atas kebijakan Impor yang dianggap tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa mens rea 

dalam tindak pidana korupsi berbasis kebijakan memerlukan standar pembuktian yang jauh lebih tinggi 

daripada korupsi konvensional. Penerapan unsur mens rea yang terlalu luas dan hanya bersifat formalistik 

yang hanya melihat pelanggaran aturan tertulis dalam kasus kebijakan publik berimplikasi pada munculnya 

ketakutan di kalangan pejabat publik. Hal ini dapat menciptakan stagnasi pemerintahan di mana pejabat 

cenderung bersifat pasif karena khawatir diskresi yang diambil demi kepentingan makro-ekonomi akan 

ditarik ke ranah pidana di masa depan. 
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